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KEWAJIBAN REGISTRASI KEPABEANAN

Dasar Hukum :
Pasal 6A ayat (1) UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UU No. 
17/2006 :

“Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan Registrasi ke Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan”

Tujuan Registrasi Kepabeanan :
• Sarana untuk mengenali pengguna jasa kepabeanan melalui nomor 

identitas yang diberikan DJBC
• Akses kepabeanan hanya diberikan kepada Orang yang memiliki 

nomor identitas yang diberikan DJBC

Peraturan Menteri Keuangan
No. 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan
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TRANSFORMASI REGISTRASI KEPABEANAN

2003

Keputusan Bersama Menkeu dan Menperindag tentang Tertib 
Administrasi importir

2007

- PMK 124/PMK.04/2007  tentang Registrasi Importir
- PMK 65/PMK.04/2007  tentang Registrasi PPJK

2011

PMK 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan

2014

PMK 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan 

2016
- PMK 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan
- Mencabut PMK 65/PMK.04/2007 tentang Registrasi PPJK
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POKOK POKOK PERUBAHAN

Menuju
Single ID

Mekanisme
Pelayanan

Segmen
Pelayanan

Waktu
Layanan

Pengawasan

Integrasi
Data

• Menghapus NIK dan NP-PPJK
• NPWP sebagai No. ID 
• Output Registrasi : Akses Kepabeanan

• Secara on line melalui :
 Portal DJBC (www.beacukai.go.id)
 Portal INSW (www.insw.go.id)

• Menghapus pelayanan Registrasi Kepabeanan pada Kawasan Bebas

• Registrasi Kepabenan : Umum
• Registrasi Kepabeanan untuk Percepatan Investasi : PTSP BKPM/BP BATAM
• Registrasi Kepabeanan untuk KITE IKM

• Umum : 1 hari kerja berikutnya
• Percepatan Investasi : 3 jam
• KITE IKM : bersamaan dengan persetujuan Fasilitas KITE IKM

• Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan
• Monitoring dan Evaluasi secara berkala melalui penelitian administrasi 

dan Pemeriksaan Lapangan

• Integrasi data NPWP dan Registrasi Kepabeanan dilakukan pada portal INSW
• Data eksistensi dan responsibiliti menggunakan data master file NPWP
• Data hasil integrasi dapat digunakan bersama-sama oleh DJBC dan DJP sesuai dengan 

tugas dan kewenangan masing-masing
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PENGGUNA JASA WAJIB REGISTRASI KEPABEANAN

IMPORTIR

EKSPORTIR

PPJK

PENGANGKUT

PERUSAHAAN JASA TITIPAN

PENGUSAHA TPS

NEW

NEW
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PERSYARATAN REGISTRASI KEPABEANAN

MEMILIKI 
NPWP KSWP *) VALID

*) Keterangan Status Wajib Pajak



7 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

PERSYARATAN DOKUMEN

IMPORTIR EKSPORTIR PPJK

1. Akta Pendirian
2. Akta Perubahan Terakhir
3. Angka Pengenal Impor (API)
4. identitas penanggung jawab 

perusahaan (Direksi) :
• WNI  : KTP
• WNA : Paspor dan IMTA

5. NPWP penanggung jawab 
perusahaan

6. bukti kepemilikan rekening atas 
nama perusahaan

1. Akta Pendirian
2. Akta Perubahan Terakhir
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. identitas penanggung jawab 

perusahaan (Direksi) :
• WNI  : KTP
• WNA : Paspor dan IMTA

5. NPWP penanggung jawab 
perusahaan

6. bukti kepemilikan rekening atas 
nama perusahaan

1. Akta Pendirian
2. Akta Perubahan Terakhir
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. identitas penanggung jawab 

perusahaan (Direksi) :
• WNI  : KTP
• WNA : Paspor dan IMTA

5. NPWP penanggung jawab 
perusahaan

6. Sertifikat Ahli Kepabeanan
7. bukti kepemilikan rekening atas 

nama perusahaan

PENGANGKUT PJT TPS

1. Akta Pendirian
2. Akta Perubahan Terakhir
3. surat izin kegiatan usaha 

pengangkutan laut atau udara 
(SIUPAL/SIUAU/SIUJPT)

4. identitas penanggung jawab 
perusahaan(Direksi) :
• WNI  : KTP
• WNA : Paspor dan IMTA

5. NPWP penanggung jawab 
perusahaan

6. bukti kepemilikan rekening atas 
nama perusahaan

1. Akta Pendirian
2. Akta Perubahan Terakhir
3. Surat izin penyelenggaraan Pos
4. identitas penanggung jawab 

perusahaan (Direksi) :
• WNI  : KTP
• WNA : Paspor dan IMTA

5. NPWP penanggung jawab 
perusahaan

6. bukti kepemilikan rekening atas 
nama perusahaan

1. Akta Pendirian
2. Akta Perubahan Terakhir
3. Keputusan Penetapan TPS
4. identitas penanggung jawab 

perusahaan (Direksi) :
• WNI  : KTP
• WNA : Paspor dan IMTA

5. NPWP penanggung jawab 
perusahaan

6. bukti kepemilikan rekening atas 
nama perusahaan
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PENGECUALIAN PENGISIAN FORMULIR DAN 
MELAMPIRKAN DOKUMEN

Dikecualikan dari kewajiban untuk pengisian 
formulir dan melampirkan dokumen :

• data  Pengguna Jasa telah terdapat pada sistem 
administrasi di Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau

• data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa, 
telah terdapat pada instansi terkait yang melakukan 
kesepakatan pertukaran data dengan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai.
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PENELITIAN REGISTRASI KEPABEANAN

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi terhadap
permohonan Registrasi Kepabeanan yang telah mendapatkan bukti

penerimaan permohonan Registrasi Kepabeanan

Penelitian Administrasi dilakukan untuk meneliti kesesuaian 
data-data yang berkaitan:
a. Eksistensi Pengguna Jasa (existence);
b. Susunan penanggung jawab (responsibility); 
c. Data keuangan perusahaan (auditability); dan
d. Data terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa.

Terhadap Registrasi Kepabeanan yang diajukan PPJK, juga
dilakukan penelitian terhadap Ahli Kepabeanan yang dimiliki

(competency).
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PERUBAHAN DATA

Pengguna Jasa WAJIB memberitahukan 
perubahan data registrasi kepabeanan, terkait:

 Data Eksistensi

 Data Responsibiliti (penanggung jawab)

 Data Ahli Kepabeanan (untuk PPJK)

Untuk mengoptimalkan penilaian Registrasi Kepabeanan, 

Pengguna Jasa dapat memberitahukan perubahan data Registrasi Kepabeanan

selain yang dimaksud di atas

• Khusus perubahan elemen data Eksistensi dan Responsibiliti yang 
merupakan elemen data Wajib Pajak (NPWP), maka proses perubahannya 
mengikuti ketentuan perundangan di bidang perpajakan.

• Elemen data Wajib Pajak yang telah dilakukan perubahan, pengguna jasa 
tidak perlu melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan

Contoh : 

Perubahan alamat : cukup hanya dilakukan perubahan pada data NPWP 
tanpa melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan
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ALUR PROSES REGISTRASI KEPABEANAN

User 
ID ?

PENGGUNA JASA

No
PENDAFTARAN USER ID

www.insw.go.id
atau

www.beacukai.go.id

User ID

Password

LOGIN SKP REGISTRASI
www.insw.go.id

atau
www.beacukai.go.id

Yes

• NPWP
• E-FIN

KSWP
Valid ?

Registrasi
Berhenti

Hubungi
KPP

No

• Isi Formulir
• Upload dokumen
• Kirim Isian

PENELITIAN 
KELENGKAPAN DOKUMEN

(max 1 hk berikutnya)

Yes

Lengkap ? Yes

No

PENELITIAN 
REGISTRASI KEPABEANAN

(max 1 hk berikutnya)

BC-RK.02
BC-RK.01

SETUJU ?

BC-RK.04

BC-RK.03
BC-RK.05 Yes

No
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PEMBLOKIRAN 

PEMBLOKIRAN

PEMBLOKIRAN SELURUH KEGIATAN:
a. PJ tidak memberitahukan perubahan data terkait eksistensi & 

responsibility
b. PJ tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanan selama 12 bulan

berturut-turut
c. Berdasarkan Rekomendasi DJP:

• PJ tidak menyampaikan SPT 2 tahun terakhir
• PJ tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Pertambahan Nilai selama 3 (tiga) masa pajak terakhir (untuk
PKP)

d. Berdasarkan Rekomendasi DJP, PJ tidak menyampaikan data 
indentor sebenarnya pada PIB/PEB

e. Rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi lain
(Contoh : Tidak melaporkan DHE ke BI)

PEMBLOKIRAN SEBAGIAN KEGIATAN:
a. PJ (PPJK) tidak memberitahukan perubahan data ahli kepabeanan
b. Rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi lain

SELURUH & SEBAGIAN KEGIATAN
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PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN

PEMBUKAAN BLOKIR:
a. PJ telah memberitahukan dan disetujui perubahan datanya terkait eksistensi & 

responsibility
b. PJ telah memberitahukan dan disetujui perubahan datanya terkait Ahli Kepabeanan

(Khusus PPJK)
c. PJ telah aktif melakukan kegiatan kepabeanan
d. Berdasarkan Rekomendasi DJP, PJ telah memenuhi kewajiban perpajakannya

dengan menyerahkan SPT tahunan dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai

e. Berdasarkan Rekomendasi DJP, PJ telah menyampaikan data indentor sebenarnya
pada PIB/PEB

f. Rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi lain

KHUSUS PEMBUKAAN BLOKIR HURUF C DAN F, PJ PERLU MENGAJUKAN 
PERMOHONAN BUKA BLOKIR DENGAN DILAMPIRI:
a. Dokumen pendukung yang menyatakan PJ akan melakukan kegiatan kepabeanan
b. Rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan

perundangan
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Mengajukan surat permohonan
pembukaan blokir kepada
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

Surat diajukan tidak lebih dari 3 
bulan terhitung sejak tanggal
pemblokiran

Surat dilampiri dengan bukti
pendukung

TATA CARA
PEMBUKAAN 

PEMBLOKIRAN

1

2

3
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PENCABUTAN AKSES KEPABEANAN

PENCABUTAN DILAKUKAN DALAM HAL:
a. PJ tidak mendapat persetujuan perubahan data dalam jangka waktu 3 bulan sejak

pemblokiran terkait DATA EKSISTENSI-RESPONSIBILITI & DATA AHLI 
KEPABEANAN

b. PJ belum mengajukan pembukaan pemblokiran yang dilengkapi dokumen
pendukung (akan bergiatan kepabeanan dan/atau rekomendasi unit lain) dalam
jangka waktu 3 bulan sejak pemblokiran terkait TIDAK AKTIF MELAKUKAN 
KEGIATAN KEPABEANAN SELAMA 12 BULAN BERTURUT-TURUT & 
BERDASARKAN REKOMENDASI UNIT LAIN

c. PPJK sudah tidak memiliki AHLI KEPABEANAN
d. PJ  MASIH BELUM memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyerahkan SPT 

tahunan dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam jangka
waktu 3 bulan sejak pemblokiran

e. PJ MASIH BELUM menyampaikan data indentor sebenarnya pada PIB/PEB dalam
jangka waktu 3 bulan sejak pemblokiran

f. Berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi lain
g. PJ mengajukan permohonan pencabutan
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TERIMA KASIH


